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 PENYERAHAN HASIL 

PENGADAAN TANAH  

 

KEGIATAN BELAJAR 1. 
 

Modul IX ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari 

tahapan pengadaan tanah swasta, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan 

dengan efisien dan efektif. 

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai 

Kompetensi Dasar berupa kemampuan menjelaskan tahapan pengadaan tanah swasta 

Materi dalam modul IX ini terdiri dari 1 pokok bahasan yang disampaikan 

dalam 1 kali kegiatan belajar, yaitu : penyerahan hasil PTUP. 

 Skema Pelaksanaan dan penyerahan hasil 

 

 

Modul 

IX 
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PENYERAHAN HASIL 

1. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi 

setelah: Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak  

2. Penitipan ganti kerugian telah di Pengadilan Negeri (bagi yang menolak hasil 

musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung)  

3. Setelah penyerahan hasil: Kegiatan pembangunan dapat langsung dilaksanakan.  

4. Instansi wajib memohon hak atas tanah.  

5. Pemantauan dan evaluasi:  

a. Terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

dilakukan oleh Pemerintah.  

b. Terhadap hasil penyerahan pengadaan tanah yang telah diperoleh, dilakukan 

oleh lembaga pertanahan.  

6. Setelah pemberian/penitipan ganti kerugian:  

a. kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak hapus  

b. alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan  

c. tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.  

        Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh 

pelaksana pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan 

memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun 

dokumen yang diserahkan : 

a. Dokumen 1 : Dokumen perencanaan 

b. Dokumen 2 : Dokumen tahapan persiapan 

c. Dokumen 3 : Dokumen Penyiapan pelaksanaan 

d. Dokumen 4 : Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi, 

1) pengumuman dan       

2) hasil verifikasi 

e. Dokumen 5 :  Penilai Pertanahan, Hasil Taksiran ganti kerugian 

f. Dokumen 6 : Dokumen Musyawarah ganti kerugian 

1) Berita Acara Kesepakatan   

2) dan Validasi 

g. Dokumen 7 : Dokumen pembayaran ganti  kerugian,  
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1) Berita Acara Pelepasan Hak dan 

2) Kuitansi  

h. Dokumen 8 : Foto, Video 

Sebelum di serahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dokumen 

didokumentasikan dan di tujukan ke Kanwil ATR/BPN, Instansi yang memerlukan 

tanah, dan bila pembiayaan kegiatan dari LMAN maka satu berkas dokumen 

perencanaan juga di sampaikan ke LMAN   

 

 

 

1. Apa yang dilakukan pada tanahapan penyiapan sarana dan data ? 

2. Sebutkan dan jelaskan data apa saja ! 

3. Pada pemerikasaan dan pencatatan berkas apa yang diteliti! 

4. Bilamana terjadi penggembalian berkas / 

5. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyiapan rapat koordinasi  

adalah ? 

 

 

 

 

 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, serta dilengkapi 

dengan Peraturan Daerah.  

2. Disamping RTRW Kabupaten/Kota, perlu disediakan pula : 

3. Peta arahan peruntukan tanah menurut Rencana Persediaan, Peruntukan dan 

Penggunaan Tanah (RP3T).  

4. Peta Kemampuan Tanah di dalam tata ruang ini dapat dilihat kemiringan/ lereng 

dari suatu permilikan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase dan 

erosi serta faktor-faktor pembatas yang ada, misalnya batu-batuan, gambut, dan 

sebagainya. 

B. LATIHAN 

C. RANGKUMAN 
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5. Peta Data Pokok Kabupaten/ Kota.Peta ini tersedia dan dibuat oleh kantor 

Pertanahan Kabupaten Kota, dan biasanya dalam pembuatannya bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah setempat.  

6. Peta kontrol yang berupa Peta Penggunaan Tanah.Salah satu sarana yang sangat 

penting dalam pemberian Ijin Lokasi adalah peta kontrol, yaitu peta yang 

memuat semua Ijin Lokasi yang telah diberikan.  

7. Fungsi dari peta kontrol adalah untuk mengetahui sudah berapa luas dan dimana 

letak tepat dari Ijin Lokasi yang sudah dikeluarkan/ diterbitkan.  

8. Pengajuan Permohonan Ijin Lokasi. Pemohon mengajukan permohonan Ijin 

Lokasi dengan mengisi formulir permohonan.  

9. Dalam keterangan tentang orang yang mengajukan permohonan harus 

dikemukakan nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai 

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak 

untuk dan atas nama perusahaan yang akan melakukan penanaman modal. 

10. Tujuan Ijin Lokasi harus jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang 

akan dimohon. 

11. Keterangan tentang perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas, meliputi: 

Nama Badan Usaha; Alamat perusahaan. 

12. Keterangan tentang tanah yang dimohon untuk diberikan Ijin Lokasi:  

13. Luas tanah  : perkiraan luas yang dibutuhkan oleh perusahaan; 

14. Letak tanah  :  dengan menyebutkan desa, kecamatan, Kabupaten/ Kota 

dan Provinsi, juga jalan dan blok jika ada. 

15. Status tanah  :  informasi mengenai status penguasaan tanah yang 

dimohon, meliputi keterangan tentang jenis hak atas tanah ( Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan). Dan 

status penguasaan lain, misalnya yang menyangkut tanah garapan, tanah desa, 

tanah kawasan hutan, tanah negara bebas dan sebagainya. 

16. Penggunaan tanah sekarang : perkampungan, sawah (diusahakan terperinci 

menurut tanaman dan teknis irigasinya), tegalan, kebun campur, perkebunan 

(sebutkan tanamannya), ladang, semak belukar/ alang-alang, hutan, tanah rusak. 
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17. Kelengkapan persyaratan lainnya : Fotocopy KTP , Akta Pendirian Perusahaan, 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Peta Lokasi yang dimohon, Pernyataan 

kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat 

penampungan,  Uraian rencana proyek yang akan dibangun,  Surat Persetujuan 

Penanaman Modal bagi PMDN atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden 

bagi PMA, atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi 

perusahaan non-fasilitas berupa fotocopy yang dilegalisir oleh petugas. Surat 

pernyataan atas tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan tersebut/ 

group perusahaan, dibuat di atas meterai. 

18. Pemeriksaan dan Pencatatan Permohonan. Di dalam pengajuan permohonan Ijin 

Lokasi, setelah berkas permohonan diterima oleh petugas (loket) dan diperiksa 

secara umum mengenai kelengkapannya, petugas memberikan tanda terima serta 

mencatat permohonan tersebut dalam agenda (surat masuk) umum. Setelah 

permohonan dicatat, berkas diteruskan ke bagian yang berkompeten menangani 

permohonan Ijin Lokasi.  

19. Pengembalian Berkas atau Penolakan Permohonan. Di dalam pemeriksaan 

berkas permohonan kadang kali didapatkan kekurangan-kekurangan, misalnya : 

KTP sudah tidakberlaku lagi/ kadaluwarsa, lokasi yang dimohon belum terbaca 

secara jelas pada peta lokasi, surat pernyataan kesanggupan memberikan ganti 

kerugian atau surat pernyataan luas tanah yang dikuasai perusahaan/ group 

perusahaan tidak bermeterai dan sebagainya. Kekurangan-kekurangan tersebut 

tidak boleh dibiarkan begitu saja, namun harus diperbaiki atau dilengkapi agar 

segera bisa diproses lebih lanjut. Untuk itu berkas harus segera dikembalikan 

kepada pemohon disertai surat pengantar yang berisi penjelasan atas kekurangan 

yang ada pada berkas dimaksud.  

20. Penyiapan Rapat Jika permohonan Ijin Lokasi beserta semua persyaratannya 

sudah memungkinkan untuk diberikan kepada pemohon, tahap berikutnya 

adalah mempersiapkan rapat koordinasi Ijin Lokasi. 

21. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyiapan rapat koordinasi adalah 

sebagai berikut: Pemanggilan pemohon, Pemberian masukan kepada pemohon, 

Penentuan peserta rapat, Menyusun  surat undangan rapat 
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PETUNJUK PENGERJAAN : 

Dalam tes Formatif ini hanya terdapat satu model soal, yaitu : 

Pilihan pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap ”Benar”. Dalam model soal 

ini, Anda dimohon agar mencermati pernyataan-pernyataan yang ada.  

SOAL : 

1. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana 

pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan 

memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun 

dokumen yang diserahkan antara lain dokumen hasil inventarisasi dan 

identifikasi yang memuat ?:  

a. Peta bidang tanah   c. pengumuman dan hasil verifikasi 

b. Daftar nominatif       d. BA pengesahan peta bidang dan daftar nominatif 

2. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana 

pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan 

memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun 

dokumen yang diserahkan antara lain dokumen musyawarah ganti kerugian  

yang memuat ?:  

a. BA Kesepakatan dan Validasi     c. BA pelepasan & kwitasi pembayaran 

b. Daftar hadir dan kwitasi pembayaran  d. Validasi & kwitasi pembayaran 

3. Tahapan penyerahan hasil adalah tahapan yang dilakukan oleh pelaksana 

pengadaan tanah bila kegiatan pengadaan tanah telah selesai dengan 

memberikan dokumen-dokumen dalam kegiatan pengadaan tanah, adapun 

dokumen yang diserahkan antara lain dokumen pembayaran ganti  kerugian 

yang memuat ?:  

a. Daftar penerima                                  c. BA kesepakatan GR dan Kwitansi 

b. BA Kesepakatan dan BA pelepasan hak    d. BA pelepasan hak dan  

                                                                         Kwitansi 

 

 

TES FORMATIF 1 
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4.   Siapa yang menyerahkan hasil pengadaan tanah ? 

a. Ketua pelaksana pengadaan tanah 

b. Kepala Kantor Pertanahan  

c. Satgas A 

d. Satgas B 

e. Bupati/Walikota 

5. Berapa lama jangka waktu penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi 

yang memerlukan tanah ? 

a. Paling lama 3 hari kerja 

b. Paling lama 7 hari kerja 

c. Paling lama 30 hari kerja 

d. Paling lama 45 hari kerja 

e. Tidak ditentukan  

6. Terhitung sejak kapan jangka waktu tersebut pada nomor 5 diatas mulai   

dihitung ? 

a. Sejak dilakukan pembayaran ganti rugi 

b. Sejak diserahkan hasil penilaian oleh penilai pertanahan 

c. Sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah 

d. Sejak dilakukan musyawarah bentuk dan besaran ganti rugi 

e. Sejak Satgas A dan B menyerahkan hasil inventarisasi dan identifikasi 

7. Apa saja yang harus diserahkan Ketua P2T kepada instansi yang memerlukan 

tanah ? 

a. Bidang tanah dan data pengadaan tanah 

b. Bidang tanah 

c. Data pengadaan tanah 

d. Bidang tanah dan peta bidang tanah 

e. Semua dokumen pengadaan tanah 

8. Yang tidak termasuk kriteria data pengadaan tanah adalah : 

a. Dokumen perencanaan 

b. Surat Keputusan Penetapan Lokasi 

c. Berita Acara Penyerahan Hasil 
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d. Daftar Nominatif yang telah disahkan 

e. Peta kerja 

9. Bukti penyerahan hasil pengadaan tanah dari Ketua P2T kepada instansi yang 

memerlukan harus disertai dengan: 

a. Berita Acara Pelepasan Hak 

b. Kwitansi pembayaran ganti rugi 

c. Berita Acara Penyerahan Hasil  

d. Sertipikat Hak Atas Tanah  

e. Peta bidang tanah 

10. Apa kegunaan daripada Berita Acara penyerahan hasil pengadaan tanah ? 

a. Untuk pelepasan hak 

b. Untuk pembayaran ganti rugi 

c. Untuk mengambil hasil pengadaan tanah 

d. Untuk alas hak permohonan sertipikasi hasil pengadaan tanah 

e. Untuk penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri 

8. Berapa jangka waktu yang diberikan kepada instansi yang memerlukan tanah 

untuk mengajukan sertipikasi hasil pengadaan tanah ? 

A. 30 hari kerja 

B. 7 hari kerja 

C. 14 hari kerja 

D. 45 hari kerja 

E. 60 hari kerja 

9. Kapan instansi yang memerlukan tanah dapat memulai kegiatan pembangunan 

diatas tanah hasil pengadaan tanah ? 

A. Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi 

B. Setelah dilakukan pemutusan hubungan hukum 

C. Setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah 

D. Setelah dilakukan musyawarah bentuk dan besaran ganti rugi 

E. Setelah disetujui bentuk dan besaran ganti rugi 

10. Dalam keadaan mendesak, kapan pembangunan diatas objek pengadaan tanah 

dapat dilakukan ? 
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A. Setelah dilakukan identifikasi oleh Satgas A 

B. Setelah keluar penetapan lokasi 

C. Setelah dilakukan identifikasi oleh Satgas B 

D. Setelah musyawarah bentuk dan besaran ganti rugi 

E. Setelah pemutusan hubungan hukum 

Cocokkan jawaban Anda dengan KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang Benar. 

Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

RUMUS : 

 

 

 

 

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda peroleh adalah : 

a.   90-100% = Baik Sekali 

b. 80-90 %  = Baik 

       c.    70-80%   = Cukup 

d.     > 70%    = Kurang 

 

Bila Anda memperoleh Tingkat Penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar atau modul berikutnya. Tetapi, jika tingkat 

penguasaan Anda masih berada di bawa 80 %, Anda diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar atau modul ini, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai 

secara baik. 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. c 

2. a 

3. d 

4. a 

5. B 

                                         Jumlah Jawaban  Benar 
Tingkat Penguasaan = ------------------------------------  X 100% 

                                                          10 
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6. S 

7. e 

8. B 

9. B 

10. S 

 


